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Kawasan Sabang. Pelaksanaan.  

 
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 3 TAHUN 2013 
TENTANG 

KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN 
KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN 

KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang 
Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan 
Kawasan Sabang, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Perhubungan tentang Kebijakan, Norma, Standar, dan 
Prosedur Pelaksanaan Kewenangan Bidang 
Perhubungan Laut Yang Dilimpahkan Kepada Dewan 
Kawasan Sabang; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4054); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4849);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 
tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5093); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 
tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5208); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 
tentang Perlindungan Lingkungan Maritim 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5109); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah 
Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5175); 

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 
92 Tahun 2011; 
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11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 
Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan 
Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke 
Kapal; 

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 
Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan 
Laut; 

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 
Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan 
Pengusahaan Tally di Pelabuhan; 

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 47 
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan 
Pengusahaan Depo Peti Kemas; 

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perhubungan; 

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 
Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi; 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG  

KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR 
PELAKSANAAN KEWENANGAN BIDANG 
PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Pelimpahan kewenangan adalah pengalihan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan tertentu di bidang perizinan dan kewenangan lain dari 
Pemerintah Pusat kepada Dewan Kawasan Sabang yang diperlukan 
untuk melaksanakan pengusahaan kawasan Sabang sebagai kawasan 
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. 

2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan 
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan 
dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal 
bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, 
berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan 
fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan 
penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan 
antarmoda transportasi. 
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3. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 
pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, 
keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang 
dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat 
perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong 
perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata 
ruang wilayah. 

4. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk 
melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan 
yang terletak di laut atau di sungai. 

5. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani 
kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat 
angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, 
dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta 
angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. 

6. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya 
melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan 
laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal 
tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan 
dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. 

7. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya 
melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan 
laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi 
pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal 
tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan 
dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. 

8. Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang 
kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan, 
rencana lokasi dan hierarki pelabuhan secara nasional yang 
merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, 
pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan. 

9. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan 
berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah 
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. 

10. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan 
pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara 
langsung untuk kegiatan pelabuhan. 

11. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling 
daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan 
untuk menjamin keselamatan pelayaran. 
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12. Tarif Jasa Kepelabuhanan adalah penerimaan yang diperoleh 
pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa pelayanan alat dan jasa 
kepelabuhanan lainnya di pelabuhan yang tidak dikomersilkan, 
terminal untuk kepentingan sendiri dan terminal khusus.  

13. Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak 
dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan 
yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan 
receiving/delivery. 

14. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding) adalah 
kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang 
diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang 
melalui angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara. 

15. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan adalah kegiatan usaha untuk 
memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal 
atau sebaliknya, dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan. 

16. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa 
Terkait dengan Angkutan Laut adalah kegiatan usaha untuk 
menyediakan dan menyewakan peralatan angkutan laut atau 
peralatan jasa terkait dengan angkutan laut dan/atau alat apung 
untuk pelayanan kapal. 

17. Usaha Tally Mandiri adalah kegiatan usaha jasa menghitung, 
mengukur, menimbang, dan membuat catatan mengenai muatan 
untuk kepentingan pemilik muatan dan/atau pengangkut. 

18. Usaha Depo Peti Kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi 
penyimpanan, penumpukan, pembersihan, dan perbaikan peti kemas. 

19. Usaha Pengelolaan Kapal (Ship Management) adalah kegiatan jasa 
pengelolaan kapal di bidang teknis kapal meliputi perawatan, 
persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan, 
pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal. 

20. Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal (Ship Broker) adalah 
kegiatan usaha perantara jual beli kapal (sale and purchase) dan/atau 
sewa menyewa kapal (chartering). 

21. Usaha Keagenan Awak Kapal (Ship Manning Agency) adalah usaha 
jasa keagenan awak kapal yang meliputi rekruitmen dan penempatan 
di kapal sesuai kualifikasi. 

22. Usaha Keagenan Kapal adalah kegiatan usaha jasa untuk mengurus 
kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal 
perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia. 

23. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal (Ship Repairing and 
Maintenance) adalah usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal yang 
dilaksanakan di kapal dalam kondisi mengapung. 
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